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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana prinsip perlindungan
hukum terhadap konsumen sebagai pelaku
usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku
usaha terhadap konsumen tentang produk
cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normative, disimpulkan: 1. Prinsip
perlindungan konsumen berdasarkan hukum
perlindungan konsumen  secara umum
dibedakan atas ; a. prinsip tanggung jawab
berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, b.
Prinsip praduga untuk selalu bertanggung
jawab,c.Prinsip praduga untuk tidak selalu
bertanggung jawab, d. Prinsip tanggung jawab
mutlak, e. Prinsip tanggung jawan dengan
pembatasan. Pelaku usaha,Konsumen
,Produk dan standardisasi produk, peran
Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah
yang perlu diketahui dan disamakan
persepsinya dalam kaitannya dengan
perlindungan konsumen. 2. Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen tidak mengatur
pengertian produk/ barang cacat baik dalam
bab tentang ketentuan umum maupun tentang
pengertian terhadap berbagai istilah, undang-
undang hanya mengatur bahwa pelaku usaha
memberikan ganti kerugian atas kerusakan,
pencemaran dan atau kerugian konsumen
akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
19.

Kata kunci: Tanggumg jawab, Pelaku Usaha,
Konsumen, Produk Cacat, Perlindungan
Konsumen
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelaku usaha secara bebas memproduksi
barang dan menjual hasil produksinya ke pasar
tanpa mencermati kualitas dan mutu barang
tersebut, sehingga dalam kenyataannya pihak
konsumen harus berhati-hati dengan produk
yang akan dikonsumsinya demi keselamatan
konsumen itu sendiri. Pelaku usaha yang hanya
mementingkan  kuantitas  barang tanpa
memperhatikan kualitas barang yang
diproduksinya menyebabkan barang yang
dihasilkan kadang tidak sesuai dengan standar,
bahkan banyak barang yang rusak pasca
produksi.3

Produk cacat yang beredar di pasar tertentu
akan merugikan konsumen, jika ternyata pelaku
usaha tidak mau bertanggung jawab atas
semua kelalaian yang mereka lakukan. Sebagai
pelaku usaha tentu harus berhati-hati dalam
memproduksi barangnya dan penjual harus
bersikap cermat dan teliti ketika menyerahkan
barang kepada konsumen untuk menghindari
kerugian yang akan diderita oleh konsumen.
Sebagai payung hukum yang bertujuan untuk
melindungi, maka dalam hal ini Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen
sendiri tidak mengatur tentang pengertian
produk/barang cacat baik dalam bab tentang
ketentuan umum yang memberikan pengertian
terhadap berbagai istilah, maupun pada bab-
bab selanjutnya. Produk cacat bukan
merupakan satu-satunya dasar
pertanggungjawaban pelaku usaha, karena
Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya
menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung
jawab memberikan ganti kerugian atas
kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian
konsumen akibat mengonsumsi  barang
dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.

Upaya terpenting dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen adalah melalui
peraturan perundang-undangan. Dalam
undang-undang tentang perlindungan
konsumen dikatakan bahwa pemerintah
bertanggung jawab atas pembinaan,
penyelenggaraan, perlindungan konsumen

3 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi
Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press,
Yogyakarta, 2018, hal 179
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yang menjamin diperolehnya hak konsumen
dan pelaku usaha. Badan perlindungan
konsumen (BPKN) salah satu badan yang diatur
secara khusus dalam undang-undang, yang
mana mempunyai fungsi memberikan saran
dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
upaya mengembangkan perlindungan
konsumen di Indonesia.

Lembaga perlindungan konsumen Swadaya
masyarakat adalah lembaga nonpemerintah
yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan
konsumen. Pengertian perlindungan konsumen
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan* Dalam hal pengelola tempat
hiburan/rekreasi yang melarang
pengunjung/konsumen membawa
makanan/minuman dengan cara memeriksa isi
tas pengunjung adalah merupakan tindakan
pelanggaran  terhadap  hak  konsumen,
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana
konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan
dan  keselamatan dalam  mengkonsumsi
barang/jasa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip perlindungan hukum
terhadap konsumen sebagai pelaku
usaha ?.

2. Bagaimana Tanggung jawab Pelaku
Usaha terhadap Konsumen tentang
Produk Cacat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ?.

C. Metode Penulisan
Penelitian ini merupakan bagian dari
penelitian hukum kepustakaan yakni dengan

4 Anonim, Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999,
Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Pasal 1 ayat 1.

cara meneliti bahan pustaka atau yang
dinamakan penelitian hukum normatif”.’

PEMBAHASAN
A. Prinsip Perlindungan terhadap Konsumen

Sebagai Pelaku Usaha

Penjelasan tentang istilah perlindungan
konsumen perlu dilakukan untuk memperoleh
kesatuan pendapat/persepsi dalam beberapa
istilah antara lain :

1. Produsen atau Pelaku Usaha.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
tidak memakai istilah produsen, tetapi
memakai istilah pelaku usaha, yang bunyinya
sebagai berikut :” Pelaku usaha adalah setiap
orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi”. Termasuk dalam
pengertian ini adalah BUMN, Koperasi dan
perusahaan swasta, baik berupa
pabrikan,importer, pedagang eceran,
distributor dan lain-lain. Sebagai penyelenggara
kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang
harus bertanggung jawab atas akibat-akibat
negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh
usahanya terhadap pihak ketiga, vyaitu
konsumen, sama seperti seorang produsen.

2. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai
pemakai terakhir dari produk yang diserahkan
kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap
orang yang mendapatkan barang untuk dipakai
dan tidak untuk diperdagangkan atau
diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan “
Konsumen adalah setiap orang pemakai
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan”. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta,2004, hal 13.

32



adalah konsumen karena membutuhkan barang
dan jasa untuk mempertahankan hidupnya
sendiri, keluarganya, ataupun untuk
memelihara/merawat harta bendanya.

3. Produk dan Standardisasi Produk.

Dalam pengertian luas, produk ialah segala
barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
proses sehingga produk berkaitan erat dengan
teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa.
Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen “ Barang adalah
setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen : “ Jasa adalah
setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen”.

4. Peranan Pemerintah

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang
makin maju dan supaya tujuan standardisasi
dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin,
maka pemerintah perlu aktif dalam membuat,
menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan
peraturan yang berlaku. Upaya pemerintah
untuk melindungi konsumen dari produk yang
merugikan dapat dilaksanakan dengan cara
mengatur, mengawasi serta mengendalikan
produksi, distribusi, dan peredaran produk
sehingga konsumen tidak dirugikan, baik
kesehatan maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan
kebijakan yang akan dilaksanakan, maka
langkah-langkah  yang  dapat ditempuh
pemerintah adalah : ®

a. Registrasi dan penilaian

b. Pengawasan produksi.

c. Pengawasan distribusi.

d. Pembinaan dan pengembangan usaha.

e Peningkatan dan pengembangan

prasarana dan tenaga.

Peranan Pemerintah dapat dikategorikan
sebagai peranan yang berdampak jangka
panjang sehingga perlu dilakukan secara
kontinyu memberikan penerangan,
penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak.

6 op-cit, hal 20
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Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha
yang sehat dan berkembangnya pengusaha
yang bertanggung jawab. Posisi ketiga pihak
terkait, yaitu produsen-pelaku usaha,
konsumen, dan pemerintah, masing-masing
adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan
baik untuk mencapai keserasian dan
keharmonisan dalam kegiatan ekonomi.
Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur
hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dapat melaksanakannya melalui
pembuatan  peraturan dan  pengawasan
pelaksanaan peraturan-peraturan itu.
Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah
peraturan yang juga mengikat pemerintah
sehingga tidak muncul kolusi antara pengusaha
dan pemerintah yang dapat merugikan
konsumen.

5. Klausula Baku

Sehubungan dengan standar kontrak
adalah penggunaan klausula baku dalam
transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan
klausula baku menurut Pasal 1 angka 10
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah : “ Klausula
baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat
dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang  Perlindungan  Konsumen
membuat sejumlah larangan penggunaan
klausula baku dalam standar kontrak, yaitu
sebagai berikut: ’

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian
apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung
jawab pelaku usaha ;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

7 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen,
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. Pelaku usaha wajib

c. menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa vyang dibeli oleh
konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari
konsumen kepada pelaku usaha, baik
secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak vyang berkaitan
dengan barang vyang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas
hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha
untuk mengurangi manfaat jasa atau

mengurangi harta kekayaan
konsumen yang menjadi objek jual
beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen
kepada peraturan yang berupa aturan
baru , tambahan, lanjutan, dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam
masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen
memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan,
hak gadai, atau hak jaminan terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan
klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca
secara jelas, atau yang pengungkapannya
sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
dinyatakan batal demi hukum.
menyesuaikan
klausula baku yang bertentangan dengan
undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen ini, larangan

penggunaan standar kontrak dikaitkan

dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk

penulisannya. Dari segi isinya, dilarang
menggunakan standar kontrak yang
memuat klausula-klausula yang tidak
adil, sedangkan dari segi bentuk
penulisannya, klausula-klausula itu harus
dituliskan dengan sederhana, jelas, dan
terang sehingga dapat dibaca dan
dimengerti dengan baik oleh konsumen.
Di samping itu, undang-undang ini
mewajibkan pelaku usaha untuk segera
menyesuaikan standar kontrak yang

dipergunakannya dengan ketentuan
undang-undang ini. Jika dalam
kenyataannya masih tetap dipakai

standar kontrak yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, akibat
hukumnya adalah batal demi hukum.
Artinya, bahwa klausula itu dianggap
tidak ada, karena itu tidak mempunyai
kekuatan  hukum. Larangan  dan
persyaratan tentang penggunaan standar
kontrak dimaksudkan untuk
menempatkan kedudukan konsumen
setara dengan pelaku usaha berdasarkan
prinsip kebebasan berkontrak & dan
mencegah  kemungkinan  timbulnya
tindakan yang merugikan konsumen
karena faktor ketidaktahuan, kedudukan
yang tidak seimbang, dan sebagainya
yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh
pelaku usaha untuk memperoleh
keuntungan. konsumen’®
Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1)
dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku
usaha meliputi:
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas

kerusakan

2. Tanggung jawab kerugian atas kerugian
konsumen

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas
pencemaran

Berdasarkan hal ini maka adanya produk
barang dan/atau jasa yang cacat bukan
merupakan satu-satunya dasar
pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini
berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha
meliputi segala kerugian yang di alami
konsumen. Memperhatikan substansi
ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut
sesungguhnya memiliki kelemahan vyang

8 Lihat, Pasal 1338 KUHPerdata.
9 Janus Sidabalok, Op.Cit., hal. 17
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sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam
hal konsumen menderita suatu penyakit.°

Yang dimaksudkan dengan Pasal 19 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika
konsumen  menderita  kerugian  berupa
terjadinya  kerusakan, pencemaran atau
kerugian finansial dan kesehatan karena
mengkonsumsi produk yang diperdagangkan,
produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi
penggantian kerugian itu di lakukan dalam
waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal
transaksi.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak
dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan
melalui  pengadilan, tetapi  merupakan
kewajiban mutlak bagi produsen untuk member
penggantian kepada konsumen, kewajiban yang
harus di penuhi seketika. Namun demikian,
dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini
adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen,
produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Perlindungan atas kepentingan konsumen
tersebut di perlukan mengingat bahwa dalam
kenyataan umumnya konsumen selalu berada
di pihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat di
baca di Dberita-berita yang mengungkap
perbuatan curang produsen yang menimbulkan
kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang
keracunan es brenebon dan kue lalampa yang
beracun, dan makanan yang daluwarsa, hal ini
yang menimbulkan kerugian baik materi
maupun moril bagi konsumen.

B. Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap
Konsumen tentang Produk Cacat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen".

Tanggung jawab vyang secara tegas
dibebankan kepada pelaku usaha baik importir
produk, distributor atau pedagang pengecer.
Dengan demikian, tanggung jawab produk
cacat ini berbeda dengan tanggung jawab
pelaku usaha pada umumnya. Tanggung jawab
produk cacat terletak pada tanggung jawab
cacatnya produk berakibat pada orang
(konsumen) atau pada barang yang dibeli dan
dikonsumsi. Hukum tentang tanggung jawab
produk ini termasuk perbuatan melawan
hukum, tetapi diimbuhi dengan stict liability

10 Ahmadi Miru dkk, Op.Cit, hal. 126
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tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan
pada pihak pelaku usaha. Dalam kondisi
demikian terlihat bahwa adagium caveat
emptor (konsumen bertanggung jawab) telah
ditinggalkan, dan kini berlaku caveat venditor
(pelaku  bertanggung jawab).!!  Dengan
demikian, maka setiap produk cacat yang
menimbulkan kerugian terhadap konsumen,
maka tanggung jawabnya dibebankan kepada
pelaku usaha terutama pelaku usaha yang
membuat produk tersebut. Ketentuan ini dapa
dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 pada Pasal 19 yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengonsumsi barang
dan/atau jasa vyang dihasilkan atau
diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/ atau jasa
yang sejenis atau setara lainnya, atau

perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak
menghapuskan kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai
adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Berdasarkan ketentuan vyang termuat di

atas maka dapat disimpulkan bahwa : 2

1. Tanggung jawab pelaku usaha untuk
memberikan ganti rugi kepada
konsumen yang dirugikan  akibat
mengonsumsi produk yang dihasilkan
atau diperdagangkannya.

2. Bentuk-bentuk  ganti rugi  berupa
pengembalian uang, atau penggantian

11 Jpid, hal 257
12 Aulia Muthiah, Op-cit, hal 188.
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produk, atau perawatan kesehatan
dan/atau santunan (dari asuransi).

3. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka
waktu tujuh hari.

4. Pembelaan dari pelaku usaha dengan
cara pembuktian terbalik (pembuktian
oleh pelaku usaha tentang kesalahan
yang dilakukan oleh konsumen).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur
mengenai pertanggungjawaban produsen, yang
disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI
dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pasal 19 — 28. Ketentuan pasal —pasal tersebut
adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab pelaku usaha pada
umumnya.
Pasal 19 menentukan :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian
barang dan/atau jasa sejenis atau
setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan atau pemberian
santunan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan
adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai
adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat

membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Dengan demikian, maksud Pasal 19 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika
konsumen menderita kerugian berupa terjadi
kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial
dan kesehatan karena mengonsumsi produk

yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku
usaha wajib mengganti kerugian, baik dalam
bentuk pengembalian uang, penggantian
barang, perawatan, maupun dengan pemberian
santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan
dalam waktu paling lama tujuh hari setelah
tanggal transaksi.

Ketentuan ini tidak memaksudkan supaya
persoalan diselesaikan melalui pengadilan,
tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi
produsen-pelaku  usaha untuk  memberi
penggantian kepada konsumen, kewajiban yang
harus dipenuhi seketika. Namun demikian,
dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini
adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen.
Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen,
produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.
13
b. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan

Pasal 20 menentukan: “ Pelaku usaha
periklanan bertanggung jawab atas iklan yang
diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan
oleh iklan tersebut”. Pasal 20 ini menegaskan
bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala
akibatnya berada di tangan pelaku usaha
periklanan. Persoalannya adalah siapa yang
dimaksud dengan pelaku usaha periklanan,
apakah perusahaan produsen iklan saja ataukah
termasuk pemesan iklan dan media yang
mengiklankan ?. Hal ini tentu membutuhkan
penjelasan yang lebih mendalam. Dalam
keadaan tertentu, pihak pemesan iklan dan
media penyiar iklan tentu dapat dan bahkan
lebih patut dimintai pertanggungjawabannya.
¢. Tanggung jawab importir.

Pasal 21 menentukan “

(1)  importir barang bertanggung jawab

sebagai pembuat barang yang diimpor

apabila importasi barang tersebut tidak
dilakukan oleh agen atau perwakilan
produsen luar negeri.

(2) importir jasa bertanggung jawab
sebagai penyedia jasa asing apabila
penyediaan jasa asing tersebut tidak
dilakukan oleh agen atau perwakilan
penyedia jasa asing.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
ini berbicara tentang tanggung jawab

13 Lihat , Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999
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atas barang dan atau jasa impor.
Ditentukan bahwa yang bertanggung
jawab atas barang dan atau jasa impor
itu adalah  importirnya.  Mereka
bertanggung jawab sebagai
pembuatnya.

d. Pembuktian unsur kesalahan

Pasal 22 menentukan Pembuktian
terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat 4, Pasal 20 dan Pasal 21
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa
untuk melakukan pembuktian”.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen ini
mempersoalkan tentang segi pidana dari
masalah pelanggaran atas Pasal 19,20 dan 21 di
mana pembuktian unsur kesalahan pada
perkara pidana itu dibebankan pada produsen
dan/atau jasa.

e. lJika pelaku usaha menolak bertanggung
jawab.

Pasal 23 menentukan : “ Pelaku usaha yang
menolak dan/atau tidak memberi tanggapan
dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas
tuntutanb konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), dapat digugat melalui Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen atau
mengajukan ke badan peradilan di tempat
kedudukan konsumen”

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen ini me
lanjutan dari ketentuan Pasal 19 vyang
mengatakan bahwa kalau produsen-pelaku
usaha menolak membayar ganti kerugian
kepada konsumen, produsen-pelaku usaha
dapat digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen ataupun ke pengadilan. Dengan
demikian, Pasal 19 menawarkan fasilitas jalan
damai. Kalau para pihak tidak
memanfaatkannya, dapat dipilih  badan
peradilan yang akan menyelesaikannya.

f. tanggung jawab perantara

Pasal 24 menentukan :

(1) Pelaku usaha yang menjual barang
dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti
rugi dan/atau gugatan konsumen
apabila :

"
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a. pelaku usaha lain menjual kepada
konsumen tanpa melakukan
perubahan apa pun atas
barang dan/atau jasa

tersebut.

b. pelaku usaha lain, di dalam
transaksi jual beli tidak
mengetahui adanya

perubahan barang dan/atau
jasa yang dilakukan oleh
pelaku usaha atau tidak
sesuai dengan contoh, mutu
dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau
gugatan konsumen apabila pelaku
usaha lain yang membeli barang
dan/atau jasa menjual kembali kepada

konsumen dengan melakukan
perubahan atas barang dan/atau jasa
tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen ini
mengatur tentang pertanggungjawaban atas
barang produksi yang dijual oleh pelaku usaha
lain. Dengan kata lain, mengatur tentang
pertanggungjawaban dalam hal adanya pihak-
pihak lain dalam distribusi produk. Ditegaskan
bahwa tanggung jawab atas barang terletak
pada pembuat, kecuali jika barang itu kemudian
diubah sehingga tidak sama seperti semula lagi.
Dalam hal ada perubahan, maka tanggung
jawab ada pada pelaku usaha terakhir yang
melakukan perubahan itu.

g. Tanggung jawab pelaku usaha pembuat
barang tak habis pakai.

Pasal 25 menentukan :

(1) Pelaku usaha yang memproduksi

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Prinsip  perlindungan  konsumen
berdasarkan hukum perlindungan
konsumen secara umum dibedakan atas ;
a. prinsip tanggung jawab berdasarkan
unsur kesalahan/kelalaian, b. Prinsip
praduga untuk selalu bertanggung
jawab,c.Prinsip praduga untuk tidak
selalu bertanggung jawab, d. Prinsip
tanggung jawab mutlak, e. Prinsip
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tanggung jawan dengan pembatasan.
Pelaku usaha,Konsumen ,Produk dan
standardisasi produk, peran Pemerintah
dan Klausula baku adalah istilah yang
perlu diketahui dan disamakan
persepsinya dalam kaitannya dengan
perlindungan konsumen.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tidak mengatur pengertian produk/
barang cacat baik dalam bab tentang
ketentuan umum maupun tentang
pengertian terhadap berbagai istilah,
undang-undang hanya mengatur bahwa
pelaku usaha memberikan ganti kerugian
atas kerusakan, pencemaran dan atau
kerugian konsumen akibat mengonsumsi
barang dan/atau jasa yang

dihasilkan,sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 19.
B. Saran
1. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam
hukum perlindungan konsumen

bertujuan untuk memberikan layanan
hukum kepada Indonesia hendaknya
pelaku usaha dalam memproduksi
produk-produknya agar masyarakat
konsumen tidak dirugikan dan pelaku
usaha memahami aturan yang dandan
bertanggung jawab secara penuh
terhadap kerugian yang terjadi demi
kepastian hukum.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
seharusnya menegaskan bahwa setiap
pelaku usaha tidak semena-mena
menentukan pasal-pasal atau klausul
yang merugikan konsumen, termasuk
membatasi tanggung jawabnya, kalaupun
ada pembatasan mutlak harus
berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena dari
tujuan undang-undang perlindungan
konsumen untuk memberikan kepastian
hukum kepada konsumen yang dirugikan
akibat perbuatan pelaku usaha.
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